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BUPATI SUMBAWA BARAT,

babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa! 3 ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3

Tabun 2021 ten tang Penanaman Modal, perlu menetapkan

Peraturan Bupati ten tang Rencana Umum Penanaman Moda!

Kabupaten Sumbawa Barat Barat Tahun 2022-2026;

1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tabun

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat

di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal [Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telab diubah

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentanz~
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022-2026

TAHUN 2022NOMOR 13

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

Mengingat

Menimbang

·..
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lnrloncsln Nornor 50'19), 'hnHnhnnrlH relnh dluhnh
dcngan Undung-unrlnng Nornnr ] 1 'l'nhun 2020 tenrang

Ciptu Kerja (L mharan Ncgnrn J (:puhllk Indoncsln Tahun
2020 Nomor 245, 'f'nmlwhan Lcmbaran Ncgaro Nomor
6573);

5. Undang-Undang RcpuhHk Indonesia Nomor 23 'l'ahun

2014 tentang Pcmerintahan Dacrah (Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'l'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kall dlubah tcrakhir dcngan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Clpta

Kerja (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tabun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2012 ten tang Rencana Umum Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 42);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan

Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repu blik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 ten tang

Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman

Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 93);

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3

Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor 114);

10.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30

Tahun 2016 ten tang Rencana Umum Penanaman Modal

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2025
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Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaban

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang

selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalab Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat

BABI

KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGRENCANAUMUM PENANAMAN

MODAL KABUPATENSUMBAWABARATTAHUN 2022-2026.

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2016 Nomor 30);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11

Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 - 2040

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2020 Nomor 11);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat Tahun 2021 Nomor 7);

13.Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 36 Tahun 2017

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu satu Pintu

Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 36);
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Pasal3

(1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen

Penanaman Modal Jangka Panjang sampai tahun 2026 dengan sistematika

sebagai beriku t :

A. Pendahuluan

B. Asas dan Tujuan

BAB II

SISTEMATlKARUPMK

Pasal2

(1) Maksud disusunnya RUPMK adalah guna tercapainya persebaran

penanaman modal antara Pusat dan Daerah terhadap pengembangan pusat

ekonomi, industri sektor - sektor strategis dan pembangunan infrastruktur
di wilayah Kabupaten.

(2) Tujuan RUPMKuntuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh

kepentingan sektoral terkait agar tidak menjadi tumpang tindih dalam
menetapkan prioritas sektor yang akan dipromosikan:

(3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam upaya

memajukan daya saing perekonomian di bidang penanaman modal secara

berkelanjutan.

5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi,

yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP Provinsi adalah Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disingkat Kepala DPM-PTSPadalah Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat .

7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat

RUPMK adalah Rencana Umum Penanaman Modal di kabupaten yang

dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal.
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(1) DPM-PTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta

mempromosikan potensi penanaman modal seeara efektif dan tepat sasaran
sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal3.

Pasa14

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

(2) Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

2. Persebaran Penanaman Modal',
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dam Energi;

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green
Investment) ;

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Keeil, Menengah, dan Koperasi
(UMKMK)

6. Pemberdayaan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif
Penanaman Modal; dan

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

E. Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPMK, terdiri dari ;

1. Fase I - jangka pendek: Pengembangan Penanaman Modal yang
relatif mudah dan cepat menghasilkan untuk pereepatan
realisasi penanaman modal;

2. Fase II - jangka menengah: Percepatan Pembangunan

Infrastruktur dan memfasilitasi kawasan prioritas dan fasilitas

pendukung sektor energi serta sektor - sektor lain yang
diprioritaskan;

3. Fase III - jangka panjang: Pengembangan Industri Skala Besar;

dan
4. Fase IV - jangka panjang: Pengembangan Ekonomi Berbasis

Pengetah uan (Knowledge based economy).

C. Visi dan Misi

D. Arah dan Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal',
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Pasal6

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanarnan modal yang mengacu

pada RUPMK,perlu memberikan kemudahan dan/ atau insentif Penanaman

Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas,
kemudahan, dari/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf D angka 6.

(3) Pemberian Fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPM-PTSP dengan

melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.

(4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh

Kepala DPM-PTSPkepada Bupati untuk dibahas bersama Perangkat Daerah

terkait.
(5) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti

oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kesepakatan

pembahasan.
(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan paling sedikit 1

(satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada

Bupati.

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang

mengacu Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dengan menetapkan
prioritas pengembangan sesuai potensi daya saing daerah.

(2)Dalam menyusun RUPMK Pemerintah Kabupaten berkonsultasi dengan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

PasalS

(2)DPM-PTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan

mengkoordinasikan Iintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan
penanaman modal.
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Diund ngk n di Taliwaug

p rift tangg 1 31 Januari 2022

SEKRETARIS D \ERAH

2022
Ditetapkan di Taliwang

..tui n Bupati ini mulai b rlaku pacta tanggal diundangkan.
r setiap oran . meng tahuinya, memetintahkan pengundangan Peraturan

ti ini d n on penempntannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa
t t.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
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A. PENDAHULUAN

Kebijakan pcnanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan
daya saing perekonomian daerah yang mampu mendorong perekonomian
daerah yang tcrintegritas. Hal ini dilakukan melihat kondisi persaingan
global, regional maupun nasional dalam perekonomian saat ini dan kedepan
semakin ketat. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing
perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman
modal yang lebih kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan
ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan
kompetitif dan memilikidaya saingyang tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arab perencanaan kebijakan
penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang dan termuat dalam
sebuah Dokumen Perencanaan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman
Modal. Dokumen tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modaldan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya
disingkat RUPMKadalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah
kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas
pengembangan potensi kabupaten. RUPMKberfungsi untuk mensinergikan
kebijakan penanaman modal antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan
prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui
kegiatan penanaman modal.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

LAMPmAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
N MOR 13 'I'ABUN 2022

TEN'I'ANO

l~ENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
SUMBAWA BARA'£' 'rAHUN 2022-2026
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Sumbawa Barat tidak terlepas dari bidang pangan,
infrastruktur, dan energi dengan menambahkan sektor unggulan Kabupaten

Sumbawa Barat, seperti sektor pertanian, kelautan dan perikanan,

pariwisata dan lainnya sebagai isu strategis yang harus mendapat perhatian

dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah

kebijakan pengembangan penanaman modal fokus pada ketiga isu besar

tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan, mandiri serta mendukung kedaulatan daerah sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor

primer, sekunder mau pun tersier.

Dalam RUPMK ditetapkan, bahwa arah kebijakan pengembangan

penanaman modal harus mengacu pada rencana umum tata ruang wilayah

dan rencana detail tata ruang dengan konsep pengembangan investasi hijau

(Green Investment), peta penanaman modal, bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan terbuka dan tertutup serta melihat pada bidang usaha
yang mendapat prioritas tinggi dalam pengembangannya. Dalam hal ini
target pertumbuhan investasi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan
pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim,
pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran
lingkungan serta penggunaan energi baru terbarukan.

a. Pangan

b. Infrastruktur

c. Energi

d. Pariwisata

e. Industri

RUPMK

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RUPM ten tang isu besar
yang menjadi tantangan dimasa depan adalah :

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMKdan mendorong peningkatan

penanarnan modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat

baik di kabupaten sarnpai pada tingkat Kecamatan. Oleh sebab itu, visi yang

sarna dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal

merupakan suatu keharu san , khususnya terkait dengan pembagian

kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dengan OPD
terkait.
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b. Perkotaan Brang Rea di Kecamatan Brang Rea;

Perkotaan Maluk.c.

(2) PPK terdiri atas:

a Perkotaan Seteluk di Kecamatan Seteluk;

b. Perkotaan Poto Tano; dan

(I) PKL terdiri atas:

Perkotaan Taliwang;a.

Untuk d pr t men implementasikan seluruh arah kcbijakan

p nanarnan mod" 1 t rsebut eli tas, dalarn RUPMK ju a di etapkan p ta

panduan roadtnap implcmentasi, nng dapat m nj di arahan daJam

m nata ri ritas k bijakan penanarnan modal s suai dengan po n i dan
kondi i kcmajuan ckonorni cia 'rc h. P a panduan ter -but perlu
dit.indaklanjuti 01 h OPO s .carr konsi t --nd n an komitm n ang tinggi.

Peng mbangan p nanarru n modal -ang foku menurut bidang atau

sckt r unggulan Zprioritas dacrah. P merintnh On r h p rlu rnerurnu kan

strat gi dan k bijakan dalarn upaya m ndoron pcrn ~rf ta n p mbangunan

ekoriorni di rna Ing-rnasing da "nth, rnclnlui p n . ,t r n k giatan u aha

penanaman modal h rdasarkan Rcn an Tata Ru ng Wilayah (RTRW)

Kabupaten Sumbawa Barat.

1. Sistem Pusat Perkotno.n

Pusat kegiatan duentukan cara hirarkis meliputi:

Salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK

dlarahkan pada bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dal m

pengembangannya seperti pemberdayaan bidang pertaniarr/pangan,

infrastruktur, pariwisata, industri perikan n, industri peternakan, usaha

mikro ked! mencngah dan Koperas! (UMKMK), dilakuk n pernberian

fasillta I, kemudahnn dnn t u in. 'ntif S(.~ t \ promo i ng m zrup kan

aspek pcntlng dnl I mcmb l\ \111 H lim pennnnmnn rnodnl an bcr aln .

r emhcri \0 Insilltus kctnUciflhnn dan tau Ins ntlf

s lnlu III 'nd )rong d(\v suing. jugn rncmpromoslken kc iatan p nan an

modul . nng stmtrgis dan herkunlitas, d .ngan men k nkan p d
pcnin loot 11 nil ti t 111\)(;h. peningkatllil aktivltas p nanaman modal . ar

tcrfoku , t .rintegr -l i don bcrkclanjutAn menjadl hal pcnting dalam k gi tan
promosi.
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(1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada di wilayah

Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri atas:
a Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Puncak

Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat
dan Kabupaten Sumbawa sebagai pelestarian ekosistem

hutan;
h kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
1) Kawasan Strategis Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan

sekitamya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten

sumbawa dengan sektor unggulan perikanan,

agroindustri, dan pariwisata;

2) Kawasan Industri Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa

Barat dengan sektor unggulan pertambangan dan industri

turunannya, perikanan dan pariwisata.

(2) KSK, terdiri atas:

a KSKdari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

h KSKdari sudut kepentingan sosial budaya; dan

g. Ai Kangkung di Kecamatan Sekongkang; dan

h. Talonang di Kecamatan Sekongkang.

2. Rencana Kawasan Strategis

c. Desaberu di Kecamatan Brang Rea;

d. Labuhan Lalar di Kecamatan Taliwang;

e. Labuhan Kertasari di Kecamatan Taliwang;

f. Benete di Kecamatan Maluk:,

b. Air Suning di Kecamatan Seteluk ,

a. Kokarlian di Kecamatan Poto Tano:,

c. Perkotaan Brang Ene di Kecamatan Brang Ene;

d. Perkotaan Jereweh di Kecamatan Jereweh;dan

e. Perkotaan Sekongkang di Kecamatan Sekongkang.
(3) PPL terdiri atas:
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i Kawasan Strategis Agropolitan Brang Ene dengan sektor

unggulan pertanian, peternakan dan perkebunan.

(4) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Desa

Mantar di Kecamatan Poto Tano.
(5) KSKdari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan,

meliputi:
a Kawasan strategis Oanau Lebo Taliwang sebagai kawasan

konservasi nasional; dan

h Kawasan strategis Perbukitan di Kecamatan Taliwang

sebagai kawasan lindung.

(3) KSKdari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

a Kawasan Strategis Perkotaan Taliwang yang merupakan
Ibukota kabupaten;

h Kawasan Strategis Agroindustri Poto Tano di Kecamatan

Poto Tano dengan sektor unggulan pertanian, industri dan
pariwisata;

c. Kawasan Strategis Agropolitan Kemutar Telu melipu ti

Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan
Brang Rea dengan sektor unggulan pertanian, peternakan

dan perkebunan;

d Kawasan Strategis Sekongkang dengan sektor unggulan

pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan;
e Kawasan Strategis Labuhan Lalar dengan sektor unggu Ian ,

budi daya laut, budi daya air payaujtarnbak, pariwisata

bahari, pelestarian ekosistem dan kawasan pelabuhan;

f Kawasan Strategis sekitar Kawasan Industri Sumbawa Barat

dengan sektor unggulan industri, perikanan tangkap, budi

daya laut, pertambangan, wisata bahari, pelestarian

ekosistem dan kawasan pelabuhan;
g Kawasan Strategis Minapolitan Teluk Kertasari dengan

sektor unggulan perikanan tangkap, perikanan budi daya,

pertanian dan wisata bahari;
h Kawasan Strategis Gili Balu sebagai Kawasan wisata bahari;

dan

lingkungan hidup.
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b. Kawasan perikanan budi daya.

(1)Kawasan perikanan, terdiri atas:

a. Kawasan perikanan tangkap; dan

(2).Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 23.682 Ha

(dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua hektar) berada

di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan

Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene,

Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan

Sekongkang.

(3). Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat

puluh lima hektar) diarahkan di lahan pertanian di Kecamatan

Taliwang.

(4). Kawasan perkebunan, dengan luas kurang lebih 16.304 Ha (enam
belas ribu tiga ratus empat hektar) di Kecamatan Poto Tano,

Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea,
Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, dan Kecamatan

Sekongkang.
(5).Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 612 Ha (enam

ratus dua belas hektar) di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan

Taliwang, dan Kecamatan J ereweh.
(6).Kawasan Tanaman Pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (KP2B)tersebar di setiap kecamatan dengan

luas kurang lebih 13.924 Ha (tiga belas ribu sembilan ratus dua

puluh empat hektar] di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk,

Kecarnatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Branzt>
Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan

Sekongkang
B. Investasi Andalan Perikanan

c. Kawasan perkebunan; dan

d. Kawasan petemakan.

b. Kawasan hortikultura;

3. Rencana Peruntukan Kawasan Berdasarkan Tipologi Investasi

A. Investasi Andalan Pertanian

(1).Kawasan pertanian, terdiri atas:

a. Kawasan tanaman pangan;
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(1) Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan
pertambangan mineral, terdiri atas:
a. Kawasan pertambangan mineral logam diarahkan di
Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan
Taliwang, Kecamatan Breang Rea, Kecamatan Brang Ene,

14

iii. Budi daya perikanan lainnya diarahkan di semua desa­
desa pesisir di Kabupaten Sumbawa Barat.

(4) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha budi
daya perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan
pelabuhan perikanan, gudang penyimpanan dan TPI di
Kecamatan Taliwangdan Kecamatan PotoTano.

c. Investasi Andalan Pertambangan dan Energi

Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Maluk, Kecamatan
Jereweh, dan KecamatanSekongkang;

c. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air laut
meliputi:

i. Budi daya mutiara diarahkan di Kecamatan Taliwang
dan KecamatanPotoTano;

ii. Budi daya rumput laut diarahkan di Kecamatan Poto
Tano, Kecamatan Taliwang dan Kecamatan J ereweh;
dan

kawasan perikanan budi daya air
diarahkan di Kecamatan Taliwang,

(2) Kawasan perlkanan tangkap, meliputi:

a. Pengembangan perikanan tangkap skala kecil diarahkan

pada perairan pulau, perairan teluk dan perairan pantai;
dan

b. Pengembangan perikanan tangkap skala besar diarahkan

pada perairan lepas pan tai yang masuk dalam wilayah
teritorial kabupaten.

(3)Kawasan perikanan budi daya, meliputi:
a. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar

diarahkan di Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang,
Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan
Maluk, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang
yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Bupati;

b. Pengembangan
payaujtambak
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c. Kawasan wisata buatan.

b. Kawasan wisata budaya; dan

b. sentra industri keeil dan menengah.
(2)Kawasan industri Sumbawa Barat dikembangkan di Kecamatan

Maluk dan Keeamatan Jereweh dengan luas kurang lebih 1.161

Ha (seribu seratus enam puluh satu hektar).

(3) Sentra industri keeil dan menengah terdapat di Keeamatan Poto
Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan

Taliwang, Keeamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan

Keeamatan Sekongkang dengan luas kurang lebih 140 Ha
(seratus empat puluh hektar).

(4)Reneana pengelolaan kawasan peruntukan industri diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

E. Investasi Andalan Pariwisata
(1)Kawasan pariwisata terdiri atas:

a. Kawasan wisata alam;

(1)Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 1.301

Ha (seribu tiga ratus satu hektar) terdiri atas:

a. kawasan industri; dan

Keeamatan Jereweh, Keeamatan Maluk, dan Keeamatan
Sekongkang;

b. Kawasan pertambangan mineral non logam diarahkan di

Keeamatan Poto Tano, Keeamatan Seteluk, Keeamatan

Taliwang, Keeamatan Brang Rea, Keeamatan Brang Ene,

Keeamatan Jereweh, Keeamatan Maluk dan Keeamatan
Sekongkang;dan

e. Kawasan pertambangan batuan diarahkan di Keeamatan

Poto Tan0, Keeamatan Seteluk, Keeamatan Taliwang,

Keeamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan

J ereweh, Keeamatan Maluk dan Keeamatan Sekongkang.

(2) Kawasan pertambangan dan energi dalam Rencana Umum

Penanaman Modal ini mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040.

D. Investasi Andalan Industri
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B. ASASDANTUJUAN
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen untuk

mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan asas

kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakukan yang sarna dan

tidak membedakan asal negara, kebersamaan, bermanfaat, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, dan berwawasan lingkungan.
Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalarn

mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :
16

(2)Pengembangan kawasan wisata alam dikembangkan dengan
konsep ekowisata diarahkan pada:

a. Kawasan-kawasan lindung meliputi:

1)Kawasan hutan lindung di Keearnatan Taliwang

Keeamatan Brang Rea, Keeamatan Brang Ene,

Keeamatan Seteluk, Keeamatan Jereweh, Keeamatan
Sekongkang;

2) Kawasan perlindungan setempat;

3) kawasan ruang terbuka hijau;

4) Kawasan konservasi; dan

5) Kawasan ekosistem mangrove.

b. Kawasan Air Terjun Pemurun, Kawasan Air Terjun Batu

Nisung, Kawasan Air Terjun Sinar Panujan , Kawasan Air

Terjun Rarak Ronges, Kawasan Air Terjun Seporon

Tangkel; dan

e. Kawasan pantai Pasir Putih Poto Tano, Kawasan Pantai
Labuhan Balad, Kawasan Pantai Poto Batu, Kawasan
Pantai Labuhan Lalar, Kawasan Pantai Pasir Putih

Jereweh, Kawasan Pantai Jelenga, Kawasan Pantai Benete,
Kawasan Pantai Maluk, Kawasan Pantai Pesin, Kawasan

Pantai Lawar, Kawasan Pantai Kertasari, Kawasan Pantai
Tuananga, Kawasan Pantai Tiu Kelamu Seran dan

Kawasan Pantai AiBora Senayan.

(3)Pengembangan kawasan wisata budaya diarahkan pada

kawasan eagar budaya.
(4)Pengembangan kawasan wisata buatan diarahkan di seluruh

keeamatan.

------ --- --_, -- -----------
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1.Meningkatkan minat penanaman modal berdasarkan karakteristik dan

potensi Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Mengembangkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan

berkeadilan.

Sebagai pencerminan dari upaya-upaya menjalankan fungsi dan

peran daerah maka dalam rangka mewujudkan visi penanaman modal

tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam misi-misi sebagai berikut :

Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa Kabupaten

Sumbawa Barat kedepan akan meningkatkan daya tarik bagi penanaman

modal yang berdaya saing, yang berdampak positif bagi kualitas

keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di

Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga menjadi Kabupaten yang

mandiri,maju dan sejahtera.

C. VISI DANMISI

Adapun Visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat dirumuskan

sebagai berikut :
" Tenuujudnya Kabupaten Sumbawa Barat baik dalam

Kemandirian Ekonomi Me la lui Penanaman Modal yang

Berkelanjutan dan Berdayasaing dengan Pelayanan yang Prima. ft.

Makna penting pada visi tersebut adalah mencapai atau

mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat yang Mandiri, Maju dan
Sejahtera melalui penanaman modal di daerah yang berdaya saing,

berkelanjutan, dengan pelayanan penanaman modal di daerah yang lebih
cepat, tepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

c. memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;

d. Meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan alih teknologi oleh

institusi/lembaga lokal;

e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar

negeri; dan

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan;

b. meningkatkan daya saing dunia usaha lokal:,
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1. Perbalkan Ikllm Pcnllnnman Modnl
Iklim pcnanaman modal m rupakan suaru Iingkungan k bijakan,

institusional dan perilaku, baik yang ada saat ini rnaupun kondisi yang

diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat

pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat
mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan
kegjatan penanaman modal, balk berupa penanaman modal barn maupun
perluasan penanaman modal yang telah berjalan,

Arah kebijakan pcrbaikan iklim penanaman modal rneliputi :
a) Penguatan KelembagaanPenanamanModal

9. Peningkatan P ng lolaan Kawa: n dcstinasi Un ulan

P njabaran Arah K bijakan Pcnanarn n tod 1 K bup ten urnbawa

Barat sebagai b rikut:

man modal,6. P mb rian Fasilita . kcmud \he n dAn/at u in ntif p n

7. Promosi P nanarnnn ModRI;

8. P ningkatan Kualuas P.lnvan n Pubiik T rp du dr n T

MelaJuiKon cp Mal P la annn Publik (MPP);d n

. ARAH l"r. J r N r 'N NAMAN M At.

ird s 11'1 in vis! dan mlsi, dirumus: an nr h kebi] kr n p nAnnm
rn dill Kabupnt n umbi wn r tang mellputl 9 (S mbilan] 1m n runa,
yaitu:

1. P rbaikan lklim P "nan mat) Modal;
. P rsebar 11Pcn naman Modal'

3. Foku Peng mb ngan Pan en, lnfrt truktur Energi P iwi t d n
Industri;

4. Pcnanaman modal yang bCI\VaWHSan lin kun an (Or , TTl' TTl n j;
5. Pem rdayar n U aha Mikro. K it. Mcnengr h dan Kop ra i(UMKMK );.

t. U 1 d n nn sl. mInc "pat, 1 ngknp, " i \l (1 in tcr] nil
pro .dur pet turnn in her! ku.

n m mpu3. Mendorong terciptanya iklim usaha ang kondusif

meningkat daya saing produk dengan mengembangk
Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dan

4. Memberikan kernudahan dan me nj lin ked sarna di bid n in cstnsi

sesual dengan p ratur n p rund n -und n n An b rlaku.

5. M .mberiknn pel nn n peri .in n inc cd rh 10 , l crb ik Ian nr,



Dipindai dengan CamScanner

\
19

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Sumbawa
Barat dilakukan dengan eara:

1) Penyusunan regulasi yang kondusif bagipenanaman modal.
2) Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)yang

lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal
dibandingkan dengan sistem-sistemperizinansebelumnya.

3) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
mendapat pendelegasian atau pelimpahanwewenangdari Bupati.

4) Peningkatan koordinasi antar OrganisasiPerangkat Daerah /instansi
terkait penanaman modal dalam rangka pelayanan penanaman modal
kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu
kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian
mendukung iklimpenanaman modalyang kondusif.

5) Dinas seeara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta
berorientasi pada pemecahan masalah dan menjadi fasilitator yang
baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah
menjalankan usahanya di KabupatenSumbawaBarat.

b) Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan
Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
persyaratan (DaftarNegatifInvestasi/DNl] diatur dengan cara :
1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal

berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan
hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan
nasionallainnya.

2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu
perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan
usaha mikro, keeil,menengahdan koperasi, pengawasan produksi
dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan
partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan
usaha yang ditunjuk olehPemerintahKabupaten SumbawaBarat.

3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka
dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara
nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang
terkait dengan kepentingannasional.

----=---------
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4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
persyaratan harus jelas dapat diidentifikasidan tidak menimbulkan
multi tafsir.

5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka
dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang,
jasa, modal, penduduk, dan informasidi dalamwilayahIndonesia.

6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka
dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau
komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah
diratifikasi.

c) Persaingan Usaba

Persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim
penanaman modal untuk mendorongkemajuan ekonomi,maka :
1. Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan persaingan usaha

yang sehat (level playing field), sehingga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha yang sarna di masing-masing
pelaku usaha.

2. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan­
kegiatan yang bersifat anti persaingan.

3. Membentuk lembaga pengawas persaingan usaha yang terus
mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan
usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan
usaha di negara lain.

d) Hubungan Industrial
Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal

dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya
manusia di Indonesia,olehkarena itu diperlukan :
1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk

memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan
keahlian bagipara pekerja.

2. Pemerintab Daerab menyediakanaturan hukum yang mendorong
terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara
buruh/ pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik
(code of good faith).

e) Sistem Perpajakan dan Kepabeanan
Arab kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan kedepan

adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan
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k pisentra produksi4) Berkembangnya
pengolahannya;

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Euergi, Parh'risata.

dan Industri;

a. Pangan
Sasaran penanaman modal bidang pangan pad ,

komoditi dilakukan untuk mewujudkan
1) Swasembada beras berkelanjutan;

2) Swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

menjadi sentra benih jagung hibrida nasional:

3) Terintegrasinya usaha peternakan dan per ri n

intensif;

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendomng persebaran penancm;m r:OCE
adalah :

a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi barn rnelalui J)enge.!Jilici:gE

sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan D ren~
unggulan daerah yang dimiliki.

b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan J atau inseanf pen2-..-'i"rn311

modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daera h

c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis ..
d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dan energi ~ ru cc.n

terbarukan yang masih melimpah di daerah.
e) Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan

mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah S\rlaS1E..:u>S n
maupun dengan skema non KPSyang diintegrasikan dengsn rer; ?~

penanaman modal nasional untuk sector tertentu yang sua egis ..

yang sederhana, efektif, dan efisien. n k i diperiukan :.ce=rf"T'1:'~~

yang tepat mengenai jenis dan tata cara pezn ~ tan paja.!: an br:G.

masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi pena: am,...," ~'?

Insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegjatan pena!'arra-n ~,._2]

perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, -arg1{;: ~

dan juga prioritas pengembangan bidang usaha,

-,
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5) 8erkembangnya sentra produksi perikanan dan industri
pengolahan hasil perikanan dan garam;

6) Mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang
pangan adalah sebagai beriku t :

1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate)
yang lahannya masih eukup luas, dengan tetap memperhatikan
perlindungan bagi petani keeil.

2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanrunan

modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi laban

usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana

budidaya dan pasea panen yang layak, dan ketersediaan
infrastruktur.

3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status laban, dan

mendorong pengembangan kIaster industri aoaribisnis di daerah­

daerah yang memiliki potensi bahan baku produk olahan.
4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra

positif produk pangan.

5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan

nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.
6) Pengembangan database potensi sumber daya air, intensifikasi

produk SDAberkualitas yang diarahkan pada tanaman padi dan

palawija guna mendukung peningkatan ketahanan pangan.

7) Ekstensifikasi lahan produk SDAberkualitas pada lahan kering
dan sawah yang diarahkan pada peningkatan produksi

pertaniari/ perkebunan.

8) Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi tanaman hasil
ikutannya pada komoditi padi, jagung, kopi di kawasan
pertanian yang diarahkan un tuk ketahanan pangan.

9) Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi produk budidaya

perikanan dan kelautan pada komoditas rumput laut, udang dan

kerapu pada kawasan peruntukan perikanan yang masuk dalam

kawasan strategis kabupaten diarahkan pada pengembangan

budidaya perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

(budidaya gararn), pengembangan budidaya perikanan

optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan
pengembangan perikanan tangkap.
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Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi
yang merupakan Fokus Pengembangan Utama untuk Tahun 2022-
2026 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan
serta mendorongpenanaman modal infrastruktur energi un tuk
memenuhi kebutuhan listrik;

2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan
untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian
lingkungan hidup dalam pengelolaanenergy;

3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan
industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan
terbarukan (renewable energy) dan air sebagai sumber daya

energi;
4. Pemberian kemudahan darr/atau insentif penanaman modal

serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur
energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;

5. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi,
antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan
industri penunjang pionir/prioritas;

c. Energi

Sasaran penanaman modal bidang energi yang merupakan
Fokus Pengembangan Utama untuk Tahun 2022-2026 yang dimaksud
dilakukan untuk mewujudkan:

1) Tersedianya kebutuhan listrik bagikebutuhan rumah tangga dan
Industri.

2) Berkembangnya infrastuktur ketenagalistrikan.
3) Berkembangnya energibaru terbarukan.
4) Berkembangnya infrastruktur pengelolaansmelter.
5) Berkembangnya infrastruktur industri turunan dari smelter.

8) Pengembangan sarana prasarana air bersih dan sanitasi rnelalui

berbagai skema pendanaan seperti Kerjasama Pemerin tah dan
Swasta (KPS).

9) Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, rumah

layak huni dan investasi pengelolaan sampah melalui kerja sama

Pemerintah Pusat dan daerah serta swasta.
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prima;
5) Mengembangkan destinasi wisata agrowisata komoditas

unggulan;

6) Meningkatkan aksesibilitas dan infratstruktur penunjang wisata;
7) Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata;

8) Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengembangan
wisata;

9) Mendatangkan investasi dari dunia usaha;

10) Mengembangkan pariwisata alam, budaya dan minat khusus

yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nHai-nilai
agama;

11) Mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan

mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang
pariwisata yang merupakan Fokus Pengembangan Utama untuk

Tahun 2022-2026 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan

keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan

sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesej ahteraan
masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan
kerja;

2) Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan

strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang

pariwisata;

3) Peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata;

4) Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas
ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan

komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian
disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih

d. Pariwisata

6. Meningkatkan sistem penyediaan energi;

7. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi' ,
8. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan

lingkungan;dan

9. Mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas

umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan.
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e.lndustri

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang

Industri yang merupakan Fokus Pengembangan Utama untuk Tahun

2022-2026 yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di

pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran

industri unggulan daerah sebagai modal penggerak
perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor

industri keeil dan menengah terhadap struktur industri,

sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar
dengan industri keeil dan menengah;

2) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta

ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

3} Pemberian kemudahan dari/atau insentif penanaman modal

dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong
peningkatan penanaman modal;

4) Penataan peruntukan kawasan industri dan pereneanaan

strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri;

5) Mengembangan sentra kerajinan dan industri rumah tangga;

6) Mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada

pengembangan obyek wisata;

13) Mengembangkan destinasi wisata agrowisata sesuai komoditas
unggulan;

14) Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur wisata Ualan,

jembatan, listrik, pusat informasi, homestay, pusat informasi
wisata);

15) Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata (website
wisata,

16) guidebook wisata dan media online);

17) Mengembangkan SDM (masyarakat sadar wisata, pelatihan /

training bahasa asing, pelatihan tour guide untuk pemuda dan

manajemen kepariwisataan); dan

18) Mengembangkan investasi dan dunia usaha.

dalammasyarakatdanusahadunia

al m:

12) M libatkan
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5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Keeil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi

bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrument untuk

menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong

upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing ind ustri

perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha

Mikro, Keeil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arab kebijakan

pemberdayaan UMKMKdilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar,

yaitu:

Arab kebijakan pengembangan penanaman modal yang

berwawasan lingkungan (Green Investment) sebagai berikut :

1) Meningkatkan sinergi kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan sektoral dengan pembangunan lingkungan hidup.

2) Mengembangkan sektor prioritas dengan teknologi yang ramah

lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan
terbarukan.

3) Pemberian fasilitas, kemudahan darr/atau insentif penanaman

modal diberikan kepada penanam modal yang mendorong upaya­
upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan

pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta
mendorong perdagangan karbon (carbon trade);

4) Meningkatkan penggunaan teknologi dan proses produksi yang
ramah lingkungan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir; dan

5) Memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung
laban dalam pengembangan investasi

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Sasaran penanaman modal yang berwawasan lingkungan
dilakukan untuk mewujudkan :

1. Sinergi kebijakan program dan kegiatan

2. Pengembangan sektor prioritas dengan teknologi ramah lingkungan

3. Fasilitasi kemudaban dan/atau insentif untuk upaya pelestarian
lingkungan hidup.

industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan

7) Mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.
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6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan! atau Insentif Penanaman

Modal
Pemberian fasilitas, kemudahan, danjatau insentif penanaman

modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada

sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong
agar perusahaan tersebut berperilakujmelakukan kegiatan yang sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang

berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala

yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil,

kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi

usaha berskala besar. Pembinaan naik kelas ini dapat dilakukan
baik dari S1' S1' danproduksi, pemasaran harus
berkelanjutan.Dimana kepada setiap Usaha Besar diharuskan

melampirkan Rencana Kerjasama Kemitraan dengan UMKMyang

ada disekitar usaha yang mereka lakukan atau berdasarkan

rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Yang mana Pihak usaha

besar memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan

memberdayakan UMKMbinaannya sampai dengan menjadi usaha

yang berkembang dan madiri. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi

dalam perpanjangan ijin usaha setelahnya.
2} Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan

(kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha,

berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan

(mernberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan

diantara pelaku usaha dalarn berbagai skala usaha. Aliansi

dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha Iebih keeil

mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada

skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan
pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling rnenguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan

(linkage) antara usaha mikro, keeil, menengah, dan koperasi dan
usaha besar. Membentuk Inkubasi Bisnis yang akan memberikan
banyak rnanfaat bagi pelaku usaha.
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1) Pola umum pemberian fasllitas, kemudahan, dan/atau insentif

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman
modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.
Pertimbangan eksternal meliputi:

a) pemberian kemudahan dan/ atau insentif diarahkan pada
pemberian fiskal (keringan pajak daerah dan atau retribusi
daerah); dan

b) insentif non fiskal dapat berupa kemudahan prosedur perijinan,
sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan
infrastruktur serta penghargaan.

Sedangkan pertimbangan internal perlu diperhatikan diantaranya:
a) strategi/ kebijakan pembangunan ekonomidan sektoral;
b) kepentingan pengembangandaerah;
c) tujuan pemberian kemudahan dari/atau insentif penanaman

modal;
d) pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor

lain, besarnya secara ekonomi,penyerapan tenaga keIja;
e) sinkronisasi dengan kebijakanyang terkait; dan
f) tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten

Sumbawa Barat.
2) Jenis Usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat

memperoleh insentif dan kemudahan adalah:
a. koperasi dan usaha mikro,keeil,menengah;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikanmodalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;dan
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang

memprioritaskan keunggulandaerah
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari

pemerintah pusat;
h. usaha yang memperkerjakantenaga kerja disabilitas dari/atau
i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
3). Jenis usaha atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif

dan/atau kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan
yang mendukung Rencana Umum Penanaman ModalDaerah dengan
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e. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi

daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelau tan yang

melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;

f. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang
mendukung ekspor;

g. Infrastruktur;

h. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan

i. sektor industri kreatif.
4). Pemberian insentif dan pemberian kemudahan

mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

b. penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 60% (delapan puluh
perseratus) dari jumlah keseluruhan pekerja;

e. menggunakan sebagian besar sumberdaya loka1;

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik
Regional Bruto;

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. termasuk skala prioritas tinggi;

h. termasuk pembangunan infrastruktur;

i. melakukan alih teknologi;

j. melakukan industri pionir;

k. berada didaerah terpeneil, daerah tertinggal, atau daerah

perbatasan atau berada pada keluran dan desa yang kurang
berkembang;

1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.,
ID.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan

memanfaatkan sumber daya lokal, meliputi:

a. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor
pendukungnya;

b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang

mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;

c. sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil
pertanian;

d. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan

pengolahan hasil petemakan yang melakukan kemitraan
dengan usaha rnikro dan kecil:,
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a. pengurangan; keringanan, atau pernbebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
e. pemberian bantuan Modal kepada koperasi dan/atau usaha

mikro,kecil dan menenzah:b ,

d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi koperasi dan/atau usaha mikro,
kecil dan menengah;

e. bantuan riset bagi usaha koperasi danZatau mikro,kecil dan
menengah;

f. bunga pinjaman rendah bagi koperasi danZatau usaha mikro,
keeil, menengah.

g. penghargaan.
6). Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasipeluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
e. fasilitasi penyediaan laban atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pernberian perizinan melalui

pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada
pembangunan daerah;

i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai denzanJ. ....

ketentuan peraturan perundang- undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
1. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

7. ProJDosi Penanaman Modal
Pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam

rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (image building)

31

n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan
yang diproduksi di dalam negeri;atau

o. termasuk kategori koperasi dan/atau usaha mikro, kecil dan
menengah.

5). Pemberian Intensif dapat berbentuk:
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1) Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur
pemerintah

2) Menciptakan kebijakan pelayanan public yang tidak terlalu
proceduraldan berbelit-belit

3) Peningkatanfasilitasyangmenunjangkualitas pelayananpublik
9. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Destinasi Unggulan Daerah

Strategi pengembangankawasan destinasi unggulan daerah sebagai

berikut:

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terpadu dan terintegrasi

Melalui Konsep Mal Pelayanan Publik (MPP)

Strategi peningkatan kualitas pelayananpublik di Kabupaten Sumbawa
Barat sebagaiberikut:

daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan

khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sector

unggularr/prioritas daerab. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, antara

lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak

dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sector-sektor
potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Arab Kebijakan promosi Penanaman Modal adalah:

1) Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal
yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro
penanaman modal dan menyusun rencana tindak image buiidinq
lokasi penanaman modal',

2) Pengembangan strategi promosiyang lebih fokus (targetted promotion),
terarab dan inovatif;

3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target
penanaman modal yang telah ditetapkan.

4) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal DPMPTSP
Kabupaten Sumbawa Barat dengan DPMPTSPProvinsi dan BKPMRI;

5) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif
untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi
penanaman modal;

6) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh
Pemerintah daerah dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing
melalui Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah lain darr/atau
Pemerintah Kabupaten/Kota, atau dengan swasta atas dasar
kesamaan kedudukan dan salingmenguntungkan.
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E. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMK
Peta Panduan (Road Map) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan

tugas Dinas baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, sehingga
potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan
daerah dan kesejahteraan masyarakat, Acuan yang diberi nama "Roadmap
Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-2026" ini didasarkan pada
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2012 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal.

Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-2026 memiliki
keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
sumbawa Barat yang termuat dalam Visi Kabupaten Sumbawa Barat 2026.

Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh
komprehensitifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur
bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu

1) Penetapan kawasan destinasi- unggulan daerah. Penetapan ini

memperhatikan potensi-potensi yang ada melalui tahapan pengkajian
dan studi kelayakan.

2) Penyiapan sarana dan prasarana kawasan. Penyiapan sarana dan

prasarana merupakan bagian penting yang harus menjadi perhatian

pemerintah sebagai dasar awal pengembangan kawasan.

3) Meningkatan mana] emen pengelolaan. Pengelolaan suatu kawasan

dapat dilakukan melalui kerjasama dengan kelompok sadar wisata
(POKDARWIS)masyarakat sekitar.

4) Penyiapan kebijakan. Penyiapan kebijakan pemerintah daerah untuk
mendukung pengembangan kawasan.

5) Mendorong pariwisata berbasis masyarakat mela1ui:

a) Peningkatan kualitas prasarana dan sarana destinasi

periwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan
kapasitas pelaku pariwisata;

b) Meningkatkan promosi wisata

c) Meningkatkan kerjasama pelaku wisata

d) Meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata

e) Perkembangan industry pariwisata yang berkelanjutan.
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"Terwujudnya Pelayanan Investasi dan Perizinan Yang Mudah, Cepat,

Andal, Kredibel, dan Proaktif Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu".

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-

2026 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian

bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan

jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung

kebutuhan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat, adapun tujuan Roadmap

Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-2026 adalah:

a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

dalam merencanakan kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi
dan rnisi yang telah ditetapkan;

b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi

kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Sumbawa
Barat; dan

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemeritah daerah dan pihak-pihak

lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan
pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa Barat 2022-

2026 adalah sebagai berikut:
a. Terfokusnya sektor /bidang usaha unggulan yang dipilih untuk

pengembangan investasi.
b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat

investor.
c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.

d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di Kabupaten

Sumbawa Barat.
Untuk lebih memfokuskan kebijakan penanaman modal, maka dilakukan

pembagian waktu ke dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah fase jangka

pendek (2022-2023), jangka menengah (2023-2024) dan jangka panjang (2025-

2026). Pada masing masing fase, ditentukan tema dan langkah-langkah kebijakan,

. araban dari RUPM. Selanjutnya dalam pencapaian tahapan pelaksanaansesuai
RUPMKsebagaimana tercantum dalam Tabell berikut ini :
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penanaman modal (SIMPEDAL)yang

menyediakan kemudahan informasi

mengenai investasi yang dapat

mengenai penanaman modal

5.Mengidentifikasi proyek

penanaman modal yang siap

strategi promosi penanaman 4. Penuntasan rencana aksi program

modal dengan penyediaan Koordinasi dan Supervisi

informasi yang semakin Pencegahan Korupsi (Korsupgah).

komprehensif, akurat, cepat 5. Pembuatan sistem informasi untuk

baru / persebaran

investasi melalui

pendekatan Kawasan

Industri.

akurat.4.Menata dan mengintensifkan ekonomisentra

tentangSOP2.Membuat

kewenangan dari Perangkat

Daerah teknis ke Dinas.

prosedur pelaporan kegiatan 2. Meningkatkan kemampuan Sumber memiliki keterampilan /talent

penanaman modal (LKPM) daya aparatur agar bisa lebih worker).
dan kode etik pelayanan. profesional dalam rnelayanjz. Implernentasi persaingan

3.Penyusunan regulasi yang stakeholder. usaha yang sehat dan

mendukung penanaman 3, Pelayanan yang semakin efisien terlaksananya hubungan

modal dan kemudahan dengan memanfaatkan teknologi industrial yang harmonis,

berinvestasi. informasi secara optimal, cepat dan 13. Pengembangan sentra-

tinggi untuk p nyedi an dan
pengembangan sumb r de ya
manusia yang handal dan

perizinan dan penanaman modal

untuk memberikan pelayanan yang

lebih baik.

pelimpahan 1. Meningkatan sarana dan prasarana 1. Kerjasama d ngan p r uruan1.PenyelesaianUmum1.

No. , Fokus Pengembangan

Tabel 1. Kebijakan Penanaman Modal dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang <Ii Kabupaten Sumbawa Barat

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka P njang

(2022-2023) (2023-2024) (2025.2026)

·(\
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3. Terintegrasinya usaha peternakan industri pupuk.

dan pertanian dengan pola intensif. 3. Meningkatkan hasil

4. Berkembangnya sentra produksi produksi pertanian tan aman

kopi dan industri pengolahannya. pangan dengan perluasan

5. Berkembangnya sentra produksi laban pertanian

perikanan dan industri pengolahan 4. Meningkatkan

hasil perikanan dan garam. pengembangan industri

6. Pengembangan sektor tanaman produk pertanian untuk

pangan dengan pemberdayaan memperkuat sektor

UMKMdan Koperasi. perdagangan dan industri

menjadi sentra benih jagung hibrida

nasional

strategis pendukung

ketahanan pangan seperti

dan menjadi

bidang pangan yang

modalpenanaman

pertanian.

2. Pengembangan sektor

tanaman pangan
yang terintegrasi

dengan

pengembangan

inftrastruktur.

3. Pemberian fasilitas,

kemudahan,

dan / atau insen tif

tanaman pangan dengan kuat dengan tetap memperhatikan hortikultura nasional.

intensifikasi laban kelestarian lingkungan hid up serta 2. Mengembangkan sektor

produksi pertanian 2. Swasembada jagung berdaya saing sentra
hasil 1. Swasembada beras berkelanjutan.1. Meningkatkan hortikultura1. Swasembada2.

kegiatan penanaman modal

(LKPM)untuk meningkatkan

realisasi investasi.

dilakukan oleh investor secara

online.sosialisasi

dipromosikan.

6.Melakukan

Pangan
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industri sebagai

penggerak perekonomian

daerah.

5. Peningkatan Diversifikasi

pangan

6. Peningkatan bahan

bahan olahan untuk

olahan kuliner UMKM

7. Pengembangan

infrastruktur pertanian

pada lahan pertanian

(LP2B)

sektor

dan

memperkuat

perdagangan

Dipindai dengan CamScanner
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perekonomian daerab.

5. Mengembangkan kawasan

agro industri.

6. Insentif Penanaman Modal

(LP2B) Laban pertanian

pangan berkelanu tan

mendorong

pertumbuhan

penanaman modal di

daerah.

4. Meningkatkan

pengembangan industri

prod uk pertanian untuk

penggeraksebagai
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berbasis pansimas

5. Penyediaan air minum

perdagangan dan pariwisata.

Koperasi.

4. Menghubungkan pusat jasa,

mendorong percepatan

pengembangan UMKM dan

4.

dan sanitasi yang memadai secara jasa, perdagangan dan

kualitas dan kuantitas. pariwisata.

4. Tersedianya kawasan permukiman, 3. Mempercepat pembangunan

rumah layak huni, dan pengelolaan infrastruktur pada wilayah-

sampah menuju zero waste. wilayah yang menjadi

kawasan strategis.

4. Meningkatkan sarana dan

prasarana infrastruktur

penunjang perekonomian

dan kualitas jaringan

infrastruktur wilayah.

menunjang pasokan listrik Industri. altematif.

1. Terbangunnya fasilitas 1. Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi 1. Berkembangnya investasi

pembangkit listrik yang kebutuhan rumah tangga dan dalam pengembangan energi

dan aksesibilitas yang memadai 2. Meningkatkan ketersediaan

dalam mendukung investasi. dan perbaikan kondisi jalan

yang 3. Terpenuhinya ketersediaan air bersih yang menghubungkan pusat

prasarana infrastruktur

penunjang perekonomian

dan kualitas jaringan

infrastruktur wilayah.

transportasi seperti sarana angku tan

umum yang menghubungkan antar

kecamatan.

1. Meningkatkan ketersediaan fasilitas 1. Meningkatkan sarana dan

Infrastuktur

Dasar.

3. Mengembangkan

infrastruktur

1. Membangun cek Dam,

Embung dan Bendungan di

wilayall kritis.

2. Meningkatkan ketersediaan

Pelayanan 2. Tersedianya infrastruktur wilayah

Bidang Energi

Bidang lnfrastruktur3.
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kegiatanmenunjang usaha jasa dan 3. Mengembangkan

3. Meningkatkan ketersediaan pengolahan, industri kimia dan

infrastuktur yang logam.

sistem administrasi perdagangan dengan pemberdayaan
pertanahan yang mampu UMKM.

tenaga kerja yang mandiri,

memiliki keunggulan

komparatif dan keunggulan

pengolahan bahan mentah

dan

industri

Insentif untuk kegiatan

Fasilitas,

dan/ atau

terwujudnya2. Penguatan

menciptakan tertib 2. Memberikan Fasilitas, Kemudahan menjadi bahan baku dan

administrasi, tertib dan insentif untuk kegiatan barangjadi.

pemanfaatan ruang/tanah Intensifikasi dan ekstensifikasi 2.Penguatan terwujudnya

untuk pemanfaatan lahan kegiatan perdagangan yang sistem pengembangan

industri skala keeil, mempereepat penyediaan bahan kualitas ketenagakerjaan

menengah dan besar baku dan pemasaran industri yang mampu menghasilkan

Koperasi dan UMKM

Bidang Industri, 1. Tersedianya saran a dan 1. Penyelarasan hubungan antara 1.Memberikan

Perdagangan dan prasarana perdagangan di UMKM lokal dan pengusaha besar Kemudahan

5.

energi

un tuk saling bekerjasama

mengembangkan kegiatan

semua keeamatan.

keeamatan. alternatif.

konvensional dan energi

bakar rumah tangga. untuk mendukung kebutuhan penggunaan

masyarakat dan industri di setiap

bauran

Intensifikasi

ekstensifikasi

secara stabil dan 2. Berkembangnya investasi 2. Berkembangnya penggunaan

berkelanjutan. penyediaan bahan bakar gas bagi sumber energi baru

2. Terbangunnya infrastruktur rumah tangga dan industri. terbarukan.

pendukung konversi bahan 3. Semakin mantapnya distribusi BBM 3. Meningkatkan
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industrial yang harmonise
6. Mengembangkan sentra-

sentra ekonomi baru.

hubunganterlaksananya

antara pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat
dan swasta dalam
pengembangan UMKM.

5. Meningkatkan persaingan
usaha yang sehat dan

persaingan usaha yang sehat.

5. Melakukan pengawasan dan

kerjasama dengan lembaga
pengawas persaingan.

kempetitif.

3. Mengembangkan industri
skala besar Kabupaten
Sumbawa Barat.

4. Pemantapan kerjasama

lembagajinstansi untuk
menjamin kepastian
penggunaan lahan dan
kepastian berusaha melaui
peraturan perundangan
yang jelas dan konsisten.

antarrutin

prasarana) dan Insentif
(bantuan modaljbiaya,
percepatan penyusutan)
sektor perdagangan, jasa
keuangan dan pariwisata.

6. Melaksanakan koordinasi

sarana(penyediaan

mendukung perdagangan

5. Memberikan Fasilitas (fiskal
non fiskal), Kemudahan

yangkelembagaan

, perdagangan perdagangan dengan pemberdayaan

4. Penguatan kelembagaan dan UMKMdan Koperasi.

peningkatan kehandalan 4. Meningkatkan pelaksanaan



Dipindai dengan CamScanner

\39

a. Pengelolaan b. Pelayanan InformasiPublik.Media

Bidang Komunikasi 1. Pengelolaan informasi dan 1.Pengelolaan informasi dan
dan Informatika komunikasi public komunikasi Publik Pemerintah

pemerintah daerah Daerah Kabupaterr/Kota (75%):
kabupaterr/kota (25%): a. Pengelolaan Media Komunikasi

Publik.

7.

Peralatan Pengolahan.

M diaa. Pengelolaan

Teknologi6. Modernisasi

produk

6. Penyediaankeanekaragaman
komoditiikan yang bernilai tambah
tinggi

7.Tersediannyabadan usaha yang
dapat menampung hasil tangkap
nelayan (perbaikinarasi)

5. Pembangunan/ Rehabilitasi
Unit PengolahanIkan.

4. Pembangunan/Rehabilitasi 5. Sertifikasi kelayakan pengolahan 4. Industrialisasi
Kolarrr/Tambak Rakyat. pada setiap UKMJIKM. olahan perikanan.

1.Pemanfaatan akses modal
untuk peningkatan produksi
perikanan.

1. Peningkatan kapasitas SDM.

2. Pendampingan,pembinaan,

pelatihan serta penyampaian

Bidang Perikanan6.

1. Pengelolaan informasi dan

komunikasi Publik

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (100%) :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana.

2. Penyediaan sarana dan prasarana

pendukung usaha budidaya

informasi teknologi. perikanan. 2.Tersedianya pangkalan

3. Penyediaan sarana dan 3. Modernisasi sarana dan prasarana pendaratan ikan dan

prasarana pendukung perikanan tangkap. pelabuhan perikanan.

penangkapan ikan berskala 4. Penyediaan sarana dan prasarana 3.Penerapan ahli teknologi

menengah keatas. pendukung perikanan budidaya. perikanan budidaya.
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3. PenyelenggaraanStatistik Sektoral di
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
(75%)

a. Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengelolaan,
Analisis, dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral.

b. Penyelenggara otorisasi Statistik

Komunikasi Intra Pemerintah
Daerah.

Komunikasi Pemerintah
Daerah.

PemerintahKomunikasi
Daerah.

Pemerintah Daerah.
c. Pengembangan dan

Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan

Kabupaten/Kota (100%)
a. Pengembangan Aplikasi

dan Proses Bisnis

Sisternb. Penyelenggaraan

c. Pengembangan dan Pengelolaan Pemerintah Berbasis
Sumber DayaTeknologiInformasi Elektronik.
dan Komunikasi Pemerintah b. Penyelenggaraan Sistem
Daerah. Komunikasi Intra

a. Pengernbangan Aplikasi dan Perangka Kepentingan.
Proses Bisnis Pemerintah 2. Pengelolaan e-governmet di
Berbasis Elektronik. Lingkup Pemerintah

Sumber
Tekhnologi

dan

Pengelolaan
Daya
Informasi

Pemerintah Daerah.
c. Pengembangan dan

a. Pengembangan Aplikasi
dan Proses Bisnis
Pemerintah Berbasis
Elektronik.

b. Penyelenggaraan Sistem
Komunikasi Intra

Perangka Kepentingan.
2. Pengelolaan e-govemment di

lingkup pemerintah
kabupaterr/kota (25%)

dengan

Informasib. Pelayanan
Publik.

c. Kemitraan

Komunikasi Publik.
Informasi Kepen tingan.

2. Pengelolaan e-govemmet di Lingkup

dengan Pemerintah Kabupaterr/Kota (75%)

b. Pelayanan

Publik.

c. Kemitraan

Perangkadenganc. KemitraanKomunikasi Publik.
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Komunikasi Sandi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Jaringanalisisa. Opcrasi

Komunikasi Sandi antar Perangkat
Daerah Kabupaten/ Kota (75%)

Informasi Pemerintab Daerab
Kabupaten/Kota berbasis

Elektronik dan Non Elektronik.

Keamanana. Pelaksanaan

Daerah yang Terintegrasi.

4. Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaterr/Kota (75%)

StatistikMutu

c. Peningkatan

Pemerintah
peningkatan

4. Penyelenggaraan

dalam peningkatan
Mutu Statistik

Daerah yang
Teri n tcgrasi.

SDM
Daerah

Statistik Sektoral.
b. Penyelenggara

otorisasi Statistik
Sektoral di Daerah.

dana. Koordinasi
Sinkronisasi
pengumpulan,
Pengelolaan, Analisis,
dan Diseminasi Data

3. Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkup
Daerah Kabupaterr/Kota

(100%)

SDM

dalam
Kapasitas

Daerah

Sektoral di Daerah.

Terin tegrasi.

4. Penyelenggaraan Persandian

untuk Pengarn an an

Informasi Pemerintah

Daerah Kabupaterr/Kota

(25%):

I

Peningkatan

Kapasitas
Pemerintah

c.

Statistik sektoral.

b. Penyelenggara otorisasi

Statistik Sektoral di

daerah.

a. Koordinasi
Sinkronisasi

pengumpulan,

Pengelolaan, Analisis,

dan Desiminasi Data

dan

3. Penyelenggaraan Statistik

Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaterr/Kota (25%)

c. Peningkatan kapasitas h. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan

SDM Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya

dalam Peningkatan Mutu Keamanan Informasi Pemerintah.

Statistik Daerah yang 5. Penetapan Pola Hubungan
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Pemerintah

Pengelolaan Sumber

Daya Keamanan

Infonnasi Pemerintah.

5. Penetapan Po1a

Hubungan Komunikasi

Sandi antar Perangkat

Daerah Kabupaterr/Kota

(100%)

a. Operasi analisis Jaring
Komunikasi Sandi

Analisis

danKebutuhan

Daerah Kabupaten/Kota

berbasis Elektronik dan

Non Elektronik.

b. Pelaksanaan

PemerintabInformasi

Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah

KabupatenjKota (100%)

a. Pelaksanaan Keamanan

untukPersandian

Daerah

42

,

a. Pelaksanaan Keamanan

Informasi Pemerin tah

Daerah Kabupaten/Kota

berbasis Elektronik dan

Non Elektronik.

b. Pelaksanaan Analisis

Kebutuhan dan

Pengelolaan Sumber

Daya Keamana Informasi

Pemerintah.
5. Penetapan pola hubungan

komunikasi sandi antar

perangkat daerah

kabupaterr/kota (25%)
a. Operasi analisis jaringan

komuniasi sandi

pemerintah daerah

kabupaterr/kota

I
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menggerakkan kemitraan
usaha, dan bertanggung
jawab atas kelestarian dan

inovasi

wisata dan lingkungan.
3. Meningkatkan pemahaman,

dukungan dan partisipasi kawasan pariwisata kabupaten.
masyarakat sadar wisata 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
dalam mewujudkan sapta modal, sarana prasarana, dan sistem
pesona bagi terciptanya transportasi darat, udara, lau t
iklim kondusif sekaligus pengembangan sistern
kepariwisataan. transportasi multimoda dan

4. Mengembangkan fasilitasi, antarmoda yang arnan, nyaman,
regulasi insentif dan lancer, dan berbudaya.

industri
berdaya
mampu

rnaupunnusantara
mancanegara.

3. Terwujudnya
pariwisatayang
saing, kredibel,

pariwisata yang bersinergis,
unggul, dan bertanggung
jawab untuk meningkatkan
kurnjungan wisatawan, baik

43

pemasaranmendorong akselerasi perkembangan 2. Terwujudnya
kapasitas daya tarik wisata unuk

meningkatkan pendapatan
daerah dan kesejahteraan

masyarakat.
dan

2. Memperkuat upaya mancanegara.
konservasi sumber daya 2. Mengembangkan

1. Mengembangkan model-model 1. Terwujudnya tujuan wisata

promosi dan pemasaran yang inovatif, arnan,

kepariwisataan dalam memperluas nyaman, menarik, mudah

jaringan pasar, baik pasar wisatawan dicapai dan berwawasan

nusantara maupun wisatawan lingkungan sehingga mampu

1. Mengembangkan

diversifikasi atau keragaman

daya tarik wisata dalam

berbagai tema terkait yang

kreatif dan inovatif.

Pariwisata8.

Kabupaten/ Kota

untuk 4. Mengembangkan citra kepariwisataan

uaha daerah sebagai destinasi pariwisata

yang arnan, nyarnan, dan berdaya

saing.

diinsentif

pengembangan

pariwisata,
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